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AKUNTABILITAS 



 
 
 

KATA PENGANTAR 
BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

 

PENDAHULUAN 
 

• Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas 
pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK 
pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai 
masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, 
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga 
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 

• Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila 
ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, 
Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain. 

• Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak 
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 

 
 

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT 
 

• Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 

➢ Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga 
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 

➢ Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus 
Akuntansi Pemerintahan. 

➢ Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP. 
➢ Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus 

kendali mutu jawaban. 
➢ Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP. 
➢ Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
➢ Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP. 

 
 

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 

 

• Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata 
bagi semua pemangku kepentingan. 

• Memberi panduan semacam yurisprudensi. 

• Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri 
kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa 
walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi 
Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi 
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau 
surat publik yang dilayangkan kepada KSAP. 

• Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi. 
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• Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & 
LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK. 

• Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti 
kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi 
pemerintahan. 

• Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban 
masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis. 

• Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus 
muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk 
Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan 
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru. 

• Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru 
atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan 
berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku 
kepentingan. 

• Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi 
contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP. 

• Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam 
buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 

 
 

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP 
 

• Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian 
produk resmi KSAP. 

• Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru 
tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan. 

 
 

PROSES BAKU (DUE PROCESS) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK 
 

• Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah 
dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut. 

• Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada 
dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi 
pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia 
akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, 
dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara 
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan 
bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat 
dan proses tanda tangan surat oleh KSAP. 

• Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan 
perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang 
perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang- 
kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok 
Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban. 

• Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 
atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan 
membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber 
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rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber 
terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung 
oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP. 

• Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung 
memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei 
lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep 
sementara surat jawaban. 

• Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting 
KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak 
sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion). 

 
 

STRATEGI JAWABAN KSAP 

 
Strategi jawaban dan hampiran (approach) jawaban adalah sebagai berikut : 

 
1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir 

PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila 
penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP 
harus berdasar Lampiran 2 tersebut. 

 

2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok 
Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor 
PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat 
rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) 
menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP, 
interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk 
kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat 
jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga 
menimbulkan masalah baru di masa depan. 

 
3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus 

dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk 
diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan 
umum. 

 
4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi 

pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat 
masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun 
KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai 
dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi 
seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan 
perundang-udangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar 
domain KSAP. 

 
5. KSAP bersikap independent cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan 

integritas paripurna. 
 

6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, 
langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar, 
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mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, 
tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada 
kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan. 

 
 

PEDOMAN PENGGUNAAN 
 
Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya 
memahami bahwa : 

 

• Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, 
terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu. 

• Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta 
mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban 
tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah. 

 
 

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 

 

• Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP. 

• Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada 
edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang- 
undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai 
pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan 
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut. 

 
 

Jakarta, Januari 2020 
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311 

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com 

 

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

TAHUN 2020 

 

No. Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal Hal 
       

1 24-Jan-2020 S-14/K.1/KSAP/I/2020 Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi 

Lampung 

Pelaporan Keuangan BLUD : Obyek 

Pajak 

 
1 

2 24-Jan-2020 S-15/K.1/KSAP/I/2020 Kepala BPKAD Kabupaten Musi 

Banyuasin 

Pelaporan Keuangan BLUD; ATB  
5 

3 31-Jan-2020 S-20/K.1/KSAP/I/2020 Direktur Jenderal Bina 

Keuangan Daerah 

Kementerian Dalam 

Negeri 

Akuntansi Dana BOS langsung dari 

RKUN Ke Sekolah 
 

8 

4 31-Jan-2020 S-21/K.1/KSAP/I/2020 Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Penyajian Kas Daerah  
12 

5 11-Feb-2020 S-24/K.1/KSAP/II/2020 Bupati Kabupaten Subang Akuntansi Tanah Pihak Ketiga  
14 

6 11-Mar-2020 S-31/K.1/KSAP/III/2020 Sekretaris Jenderal Komnas HAM Akuntansi Tanah  
17 

7 30-Jun-2020 S-48/K.1/KSAP/VI/2020 Sekretaris Daerah Pemerintah Kota 

Tangerang 

Akuntansi LRA  
20 

8 30-Jun-2020 S-49/K.1/KSAP/VI/2020 Kepala Badan 

Pengelola Pendapatan 

Daerah 

Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah 

Akuntansi LRA  
23 

9 30-Jun-2020 S-50/K.1/KSAP/VI/2020 Bupati Pemerintah Kabupaten 

Nias Barat 

Akuntansi Kewajiban  
25 

10 30-Jun-2020 S-51/K.1/KSAP/VI/2020 Kepala Badan 

Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 

Pemerintah Provinsi DI. 

Yogyakarta 

Akuntansi Tanah dan Persediaan  
27 

11 30-Jul-2020 - - - Panduan Penerapan SAP Pada Masa 

Pandemi Covid-19 

 
31 

12 5-Aug-2020 S-58/K.1/KSAP/VIII/2020 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten 

Brebes 

Akuntansi Aset Tetap  
35 

13 30-Des-2020 S-79/K.1/KSAP/XII/2020 Kepala Biro Umum Komisi Hak Asasi Manusia 

RI 

Penjelasan atas Pencatatan Barang 
Milik Negara 40 

       

http://www.ksap.org/email
mailto:sekretariat.ksap@gmail.com
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 
Jl. Pemuda No. 1 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515514 

Faksimile 024-3541673, 3555704 Laman http://www.jatengprov.go.id 

Surat Elektronik bppd@jatengprov.go.id 
 

 

Semarang, 9 Maret 2020 

Nomor : 973 / 04.355 Kepada 

Sifat : Segera 

Lampiran  : - Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 

Hal : Penatausahaan Pajak Rokok (KSAP) 
 

di - 

Tempat 
 
 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan 

Program Jaminan Kesehatan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebegai berikut : 

1. Bahwa penatausahaan penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah 

menggunakan pengakuan / pencatatan berbasis kas, sebesar dana yang ditransfer ke 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

2. Hai ini mengakibatkan bagian Pajak Rokok yang langsung dipotong dan disetor ke 

BPJS untuk mendukung program jaminan kesehatan tidak dapat diakui sebagai 

pendapatan. 

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada KSAP untuk dapat 

memberikan arahan / petunjuk terkait penatausahaan dimaksud. 

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

 
 

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19641024 199203 1 009 

 
Tembusan : 

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI; 

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI; 

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ; 

4. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah; 

5. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah; 

6. Sekretaris BAPENDA Provinsi Jawa Tengah; 

7. Pertinggal. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan 

oleh Balai Sertifikasi Elektronik ( BSrE). 

http://www.jatengprov.go.id/
mailto:bppd@jatengprov.go.id


 



 



 



 



 



 



PANDUAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN (SAP) PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

 

Panduan ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 

untuk digunakan dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(PSAP) yang relevan terkait dengan program serta kegiatan pemerintah yang 

dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19. Panduan ini bukan 

merupakan pernyataan standar dan tidak dimaksudkan untuk memberikan 

interpretasi PSAP. 

 

Latar Belakang 

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam 

tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan 

yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, 

sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan. 

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di 

bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang 

berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat 

dan Daerah merevisi APBN/APBD TA. 2020 melalui refocusing dan realokasi belanja 

non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi 

Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan 

dalam bentuk laporan keuangan (LKPP/LKPD). Transaksi keuangan pemerintah 

yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini selanjutnya harus 

dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

 

Penerapan PSAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada masa Pandemi 

Covid-19 

Dalam rangka memberikan panduan penerapan SAP dalam penyusunan 

laporan keuangan pada masa Pandemi Covid-19, Komite Standar Akuntansi 

Pemerintah (KSAP) memberikan penjelasan, sebagai berikut: 

1. KSAP memandang bahwa tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak 

dapat diberlakukan karena adanya Pandemi Covid-19 sampai dengan tanggal 

dikeluarkannya panduan ini. 

2. Penyusun laporan keuangan menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam 

mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi. Beberapa PSAP 



dan Buletin Teknis (Bultek) yang terkait dengan kegiatan penanganan Pandemi 

Covid-19 antara lain: 

a. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 

Untuk menangani Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan 

untuk menambah utang dalam rangka mendanai pengeluaran belanja 

penanganan Pandemi Covid-19. Penundaan beberapa kegiatan pemerintah 

kemungkinan menyebabkan persediaan menjadi lebih lama tidak tersalurkan 

dan konstruksi dalam pekerjaan tertunda penyelesaiannya. Hal ini akan 

menyebabkan perubahan siginifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, 

sehingga harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 

b. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas 

Program penanganan Pandemi Covid-19 akan berdampak pada perubahan 

APBN/APBD tahun 2020 dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA). Pos-pos dalam LRA akan mengalami perubahan 

signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, untuk itu perubahan 

tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 

c. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan 

Pandemi Covid-19 dapat diungkapkan secara memadai, antara lain: 

1) Pada bagian kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro dijelaskan 

dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan kebijakan fiskal, perubahan 

anggaran dan kondisi ekonomi makro yang terdampak Pandemi Covid- 

19. 

2) Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak Pandemi 

Covid-19 terhadap pencapaian keuangan. 

3) Kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa kegiatan penanganan 

Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh 

Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. 

Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada 

pengungkapan pos-pos laporan kuangan yang terdampak signifikan. 

4) Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi 

Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari 

realokasi atau refocusing anggaran misalnya: belanja tak terduga, 

belanja barang, dan belanja modal. Dampak penurunan aktivitas 

ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan 

pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan 

proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian 

dan persediaan. 

d. PSAP 06 Akuntansi Investasi 

Kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi sistem keuangan yang 

dilakukan melalui penempatan modal negara pada BUMN/korporasi/swasta, 

baik melalui penanaman modal langsung maupun melalui lembaga 

keuangan, serta kemungkinan penurunan nilai kepemilikan pemerintah 

akibat adanya BUMN yang merugi. 



e. PSAP 09 Kewajiban 

Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi 

dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai dengan PSAP Kewajiban. 

Kebijakan utang khusus yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi 

Covid-19 perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 

f. Buletin Teknis 13 Akuntansi Hibah 

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah 

daerah, kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung, serta 

kegiatan pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau 

kepada masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh 

pemerintah yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang 

berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan 

keuangan mengikuti ketentuan atau merujuk pada Buletin Teknis ini. 

g. Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual 

Akuntansi dan pelaporan keuangan atas program bantuan pemerintah yang 

ditujukan langsung pada masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan 

sosial merujuk pada Buletin Teknis ini. 

h. Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan Berbasis 

Akrual 

Buletin teknis ini dapat dijadikan panduan dalam pelaporan keuangan dalam 

bidang perpajakan. 

3. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun penanganan Pandemi 

Covid-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

dan penganggaran yang sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Dampak 

penanganan Pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan 

berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi hampir seluruh pos 

dalam laporan keuangan. Untuk itu tidak diperlukan penyajian pos khusus dalam 

Laporan Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan Keuangan, 

kecuali tambahan informasi dalam catatan atas laporan keuangan seperti 

sebagaimana tercantum dalam poin 2.c. 

4. Pemerintah dapat memberikan informasi tambahan yang menjelaskan dampak 

Pandemi Covid-19 dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka 

menangani Pandemi Covid-19 tersebut. Penyusunan informasi tambahan 

dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan manajerial atau pun persyaratan 

dalam peraturan perundang-undangan. Informasi yang dapat disajikan, antara 

lain meliputi: 

a. Informasi umum dampak Pandemi Covid-19 terhadap kesehatan, 

perekonomian dan kebijakan keuangan. 

b. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka menghadapi Pandemi 

Covid-19. 

c. Refocusing anggaran dan realokasi anggaran yang dilakukan dalam rangka 

untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan penguatan ekonomi. 



d. Penjelasan atas penurunan penerimaan sebagai dampak perubahan kondisi 

makro ekonomi. 

e. Perubahan anggaran karena refocusing dan realokasi anggaran untuk 

penanganan Pandemi Covid-19. 

 
Demikianlah penjelasan ini kami sampaikan, sebagai panduan untuk 

menyusun laporan keuangan pemerintah dalam masa Pandemi Covid-19. KSAP 

akan memantau dan memperbaiki panduan jika terdapat hal-hal yang perlu dilakukan 

penyesuaian. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menetapkan 

kebijakan akuntansi tertentu dalam hal diperlukan. 

 
 

Jakarta, 30 Juli 2020 

Ketua Komite Kerja KSAP, 

 
 
 
Sumiyati 
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Nomor : S – 58 /K.1/KSAP/VIII/2020 5 Agustus 2020 
Sifat : Segera  

Hal : Perlakuan Penghapusan Sebagian Aset Tetap  

 
 
 

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes 

Jalan Diponegoro No. 141 

Brebes 

 

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B/1715/920/VII/2020, tanggal 21 Juli 

2020, perihal Penghapusan Sebagian Aset Tetap, dengan ini kami sampaikan bahwa 

Saudara dapat merujuk pada surat kami kepada Bupati Tuban Nomor S- 

72/K.1/KSAP/IX/2018 tanggal 6 September 2020 perihal Akuntansi Aset Tetap 

(sebagaimana terlampir). 

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

 
Ketua Komite Kerja, 

 

Sumiyati 

 
 

Tembusan: 

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite 
Konsultatif KSAP; dan 

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil 
Ketua Komite Konsultatif KSAP. 
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